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Menimbang

kabumi Nomor 90 Tahun 2001 tentang Ketentuan
nghasilan Direksi, Kepala Satuan Pengawas
@Intern, Dewan Pengawas, dan Pegawai pada
Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kota
Sukabumi sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Walikota Sukabumi Nomor 19 Tahun 2006
perlu diubah dan disesuaikan kembali;

b. bahwa untuk tertib administrasi dan kepastian
hukum, perubahan Keputusan Walikota
sebagaimana dimaksud pada huruf a,  perlu
ditetapkan dengan Peraturan Walikota Sukabumi.

Mengingat ......



Mengingat

Vg

1.

5

é@

6.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-Daerah Kota Kecil dalam
Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, dan
Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia
tanggal 14 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang No 13 Tahun 1954

tentang Pengubahan Unda ang Nomor 16
dan 17 Tahun 1950 (Le a Republik
Indonesia Tahun 195 Tambahan
Lembaran Negara Rep‘l 1a omor 551);

Undang-Undang \ Nogigr 5 Tah n 1962 tentang
Perusahaan Daer emb Negara Republik

Indonesia T 1962 or 10, Tambahan
Lembaran @ep ikNIrdonesia Nomor 2387);
Unday —{é?ng No 17 Tahun 2003 tentang
Ke (Lembaran Negara Republik
In j Ta 003 Nomor 47, Tambahan
Smbaran N epublik Indonesia Nomor 4286);

ydang- g Nomor 1 Tahun 2004 tentang
erben an Negara (Lembaran Negara
Re ndone51a Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan

Lepbatph Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

@dang Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang

mber Daya Air (Lembaran Negara Republik

@lndonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377);

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

7. Undang-Undang ......




7.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437)
sebagaimana telah beberapakali diubah terakhir
dengan Undang-Undang Nom&r\ 12 Tahun 2008
tentang Perubahan Kedua Undang-Undang

Nomor 32 Tahun 2004 tent emeriptahan Daerah
(Lembaran Negara Republ} one@hun 2008
Nomor 59, Tambahan ardn Neggra Republik
Indonesia Nomor 4 > @3

Peraturan Pemerintabh—Nomor @ahun 2001 tentang
Pengelolaan litas A@ an Pengendalian
Pencemaran @ (Le\ﬁ% Negara Republik
Indonesia 2@ omor 153, Tambahan
Lembagy; @a Republil Indonesia Nomor 4161);
emeri@?&\bmor 16 Tahun 2005 tentang

em Penyediaan Air Minum

r 33, ahan Lembaran Negara Republik

Pe anga
g@zn % Republik Indonesia Tahun 2005
n

% esi or 4490);
@ Pera@:f’emerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang

Stan Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara
ublik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan
baran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);

eraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang
Hibah Kepada Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
13. Peraturan ......



Mempe@

@

13.

15.

Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II
Sukabumi Nomor 15 Tahun 1987 tentang
Ketentuan-Ketentuan =~ Pokok  Kepegawaian
Perusahaan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat

II Sukabumi (Lembaran erah Kotamadya
Daerah Tingkat 11 Sukab un 1988 Nomor
1 Seri B - 1);

. Peraturan Daera Q ab gl Nomor 1
Tahun 2007 téptang Pokok- Pengelolaan
grah ran

Keuangan D (Lemba Daerah Kota
Sukabumi Tahuws”2007 or 1, Tambahan
Lembara erah Kot umi Nomor 4);

Per t a Sukabumi Nomor 2
8 tenta rusan Pemerintahan Kota

m1 (Lergbaran Daerah Kota Sukabumi
% 2008 r2);

ratur erah Kota Sukabumi Nomor 3
Tahu 9 tentang Perusahaan Daerah Air
Mi @Tlrta Bumi Wibawa Kota Sukabumi
aran Daerah Kota Sukabumi Tahun 2009

or 3);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2
Tahun 2007 tentang Organ dan Kepegawaian
Perusahaan Daerah Air Minum;

Peraturan Walikota Sukabumi Nomor 19 Tahun
2009 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja
Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta
Bumi Wibawa Kota Sukabumi (Berita Daerah
Kota Sukabumi Tahun 2009 Nomor 19);

MEMUTUSKAN .....




Menetapkan

&

&
A
é@

MEMUTUSKAN :

PERATURAN WALIKOTA TENTANG
KETENTUAN PENGHASILAN DIREKTUR,
DEWAN PENGAWAS, DAN\YEGAWAI PADA
PERUSAHAAN DAERAH AIR NINUM (PDAM)

TIRTA BUMI WIBAWA K @
g @I @30
KE UAN@UM

Dalagy ran ota ini yang dimaksud
KOS
erah a{@@(ota Sukabumi.

Pem @ Daerah adalah Walikota dan
Perart@iat Daerah sebagai unsur penyelenggara

é%rmtahan daerah.
iﬁwerintahan Daerah adalah penyelenggaraan

©]

(&

Q urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah

4. Kepala Daerah adalah Walikota Sukabumi.

dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas
pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-
luasnya dalam sistem dan prinsip Negara
Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana
dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945.

5. Perusahaan ......



5. Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Bumi Wibawa
yang selanjutnya disebut PDAM Tirta Bumi Wibawa
adalah Perusahaan Daerah yang bergerak di bidang
pelayanan dan penyediaan air bersih dan/atau air

minum yang sebagian atau selurdf\modalnya dimiliki
oleh Daerah, melalui penyertaa Q{% langsung yang

berasal dari kekayaan Daera@ dipi -- kan.
6. Dewan Pengawas adal@ engawas PDAM
Tirta Bumi Wibawa.:;
PDA

7. Direktur adalah Dire @rta Bumi Wibawa.

8. Pegawai adala@wai R\@Tﬂta Bumi Wibawa.
9. Gaji Pk «. ga'ok yang ditentukan dalam

3@ aji Pegat¢ai PDAM Tirta Bumi Wibawa.

10. G h maan gaji pokok, tunjangan
i d i: k.
@ghasi @hlah gaji ditambah dengan tunjangan-
ang sah.

awinan yang sah sesuai dengan ketentuan yang

<| ku.
. Anak adalah anak kandung Pegawai yang lahir dari

perkawinan yang sah, anak tiri dan/atau anak angkat
yang sah menurut peraturan perundang-undangan
yang berlaku.

njag
§@;I i ah seorang istri dari Pegawai berdasarkan

14. Tunjangan Istimewa Tahunan yang selanjutnya
disingkat TIT adalah tunjangan yang diberikan satu
tahun sekali.

15. Jasa .....



15. Jasa Produksi adalah uang jasa yang diberikan kepada
Dewan Pengawas, Direktur, dan Pegawai apabila
PDAM Tirta Bumi Wibawa memperoleh keuntungan.

BABII

PENGHASILAN

Baglan

kok

@ Pasal ?2/
(1) Setiap bul tur apat Gaji Pokok paling

tinggi g 1/2 etengah) kali Gaji Pokok

tertl awai M Tirta Bumi Wibawa.

1 dari luar PDAM Tirta Bumi

Gaji Pokok sebesar 75 % (tujuh

sen) dari ketentuan Gaji Pokok

1maksud pada ayat (1) sebagai masa
ing lama 2 (dua) tahun.

P i tan Gaji Pokok masa percobaan menjadi 100
eratus persen) sebagaimana dimaksud pada ayat
sebelum jangka waktu 2 (dua) tahun harus

endapat persetujuan dari Dewan Pengawas.

@

Bagian Kedua
Tunjangan
Pasal 3

(1) Setiap bulan Direktur mendapat tunjangan, berupa :
a. tunjangan .....



a. tunjangan jabatan sebesar 1 (satu) kali Gaji Pokok;

b. tunjangan kesehatan sebesar 15 % (lima belas
persen) dari Gaji Pokok, dengan ketentuan apabila
yang bersangkutan sakit, tidak mendapat
penggantian kembali dari AM Tirta Bumi
Wibawa;

c. tunjangan pangan (nat rupa . sebanyak
10 kg (sepuluh kilo y ey %;és tkan berupa
uang tunai dengdrjumlah tang an maksimal 4

bagi Diréktur yang telah

(empat) jiwa
mendapat tunjan, Ppanga ri suami/istri yang

bekerja di tansi p tah/ BUMN/BUMD
hanya dibérika unja% ntuk Direktur saja;

ehadir@ebesar Rp 15.000,00 (lima

ibu rupi@h) per hari diberikan kepada
7 apabi asuk kerja dengan jumlah hari

@ng ba (dua puluh dua) hari kerja setiap
~

engganti sewa rumah sebesar Rp 6.000.000,00

§ @;) Direktur’yang tidak menempati rumah dinas diberikan
é%g p
juta rupiah) per tahun serta fasilitas kendaraan
nas dan pesawat telepon.
Pasal 4
1) Selain tunjangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal
jang, &

3, kepada Direktur diberikan tunjangan keluarga,
dengan ketentuan sebagai berikut :

a. tunjangan ......



a. tunjangan istri/suami sebesar 10 % (sepuluh
persen) dari Gaji Pokok;

b. tunjangan anak masing-masing sebesar 5 % (lima
persen) dari Gaji Pokok, deng&n\ketentuan :

1) jumlah anak seba anaknya 2 (dua)
orang;
2) batas usia sa gan @g@ puluh satu)

tahun;
peng@\am sendiri;

4) tidak @tau @erm\h kawin.
c. batas aga@\a dimaksud pada ayat (1)
hu b __ahgka pat diperpanjang sampai

dergan usia 25 a puluh lima) tahun apabila
a2k férsebu sih bersekolah yang dibuktikan

@; an % keterangan  dari = Kepala

seKolah/, n/Ketua perguruan tinggi
% ersa: .

agi &tur yang telah mendapatkan tunjangan
g kelu dari suami/istri yang bekerja di instansi

@erintah/ BUMN/BUMD, maka Direktur tidak

rikan tunjangan keluarga.
@ Pasal 5

(1) Setiap tahun Direktur diberikan TIT sebesar 1 (satu)
kali Penghasilan per bulan.

(2) Untuk penerimaan TIT sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) diberikan tunjangan Pajak Penghasilan (PPh).
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Bagian Ketiga
Uang Pengganti Cuti Tahunan

Pasal 6
(1) Direktur berhak menerima u pengganti cuti
tahunan apabila yang bersang tidak mengambil
hak cutinya atau PDAM Tiffa~Bunyi Wibawa tidak
mengabulkan permohonan . @
(2) Besarnya uang penggs i ta sebagaimana
dimaksud pada ay besar 2 per dua) kali

penghasilan per bulax

(3) Uang pengga
pada ayat (2).d kan pa

Bagj

Y
@ %engabdian
© S

%@hir @abatan dan tidak diangkat lagi, Direktur

ap jasa pengabdian yang besarnya 5 % (lima

@sen) ihjtung dari laba PDAM Tirta Bumi Wibawa

gj etelohy pdjak setelah diaudit dari tahun sebelum masa
jabaé%ya berakhir.

@ Pasal 8

<)&rektur yang diberhentikan dengan hormat sebelum
masa jabatannya berakhir mendapat uang jasa pengabdian
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dengan syarat telah
menjabat sebagai Direktur paling sedikit 1 (satu) tahun
dengan perhitungan lamanya bertugas dibagi dengan
masa jabatan dikali 5 % (lima persen) dihitung dari laba
setelah pajak setelah diaudit dari tahun sebelum masa

tugasnya berakhir.
BABII ......
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BAB III

PENGHASILAN DEWAN PENGAWAS

Pasal 9

(1) Setiap bulan, Dewan Pengawas-mendapat/menerima
honorarium dari PDAM Ti m :':wa dengan

ketentuan sebagai berikut ;

a. Ketua sebesar 40 % (empat pulghrpeesen) dari Gaji
Direktur;

b. Sekretaris sebes % uluh lima persen)
dari Gaji Direktur; @7

c. Anggota s 0 % luh persen) dari Gaji

@-, tan %an tidak diangkat kembali,
;) gi jkan uang jasa pengabdian dari

pajak, setelah diaudit dari tahun
'r%%@sa jabatannya, dengan ketentuan

et% ng tinggi sebesar 40 % (empat puluh

ari yang diterima Direktur;
ris, paling tinggi sebesar 35 % (tiga puluh
lilma’persen) dari yang diterima Direktur;

nggota, paling tinggi sebesar 30 % (tiga puluh
4 g? § ? :: 2 ersen) dari yang diterima Direktur.
tuk setiap penerimaan honorarium dan uang jasa

@ pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan
ayat (2) diberikan tunjangan Pajak Penghasilan (PPh)

Pasal 10

(1) Setiap bulan Sekretariat Dewan Pengawas menerima
honorarium dari PDAM Tirta Bumi Wibawa dengan
ketentuan sebagai berikut :
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a. Kepala Sekretariat sebesar Rp 500.000,00 (lima
ratus ribu rupiah);

b. Anggota Sekretariat, paling banyak 3 (tiga) orang
masing-masing sebesar Rp 250.000,00 (dua ratus

lima puluh ribu rupiah).
(2) Untuk setiap penerimaan u sa sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dj anVtynjangan Pajak
Penghasilan (PPh) @

Q
asal/11 :
(1) Ketua, Sekretani nggota, la Sekretariat, dan
Anggota Sek T De‘% ngawas setiap tahun
diberikan esarsa 1) kali honorarium per

bulan. O,

(2) Untu %maan %lsebagaimana dimaksud pada
ibeti gan Pajak Penghasilan (PPh).

@i Qo BABIV

%@\IGHASILAN PEGAWAI

g@ @ Bagian Kesatu

@ Gaji Pokok
@ Pasal 12

(;;) Setiap bulan Pegawai diberi Gaji Pokok oleh PDAM
Tirta Bumi Wibawa.

(2) Gaji Pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
disesuaikan dengan skala Gaji Pokok Pegawai PDAM
Tirta Bumi Wibawa sebagaimana tercantum dalam
lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan
dari Peraturan Walikota ini.
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Bagian Kedua
Tunjangan

Pasal 13

(1) Setiap bulan, Pegawai mendapa
berupa :

a. tunjangan istri/ sua1 1 (sepuluh
persen) dari Gaji gaw ngkutan;

b. tunjangan anakffhasing-masin esar 5 % (lima
persen) dari G ok Degawai bersangkutan,

dengan ketentuan :
1) jumlal@k se@—banyaknya 2 (dua)
oray é Q

2) (pa ’ a sampai ylengan 21 (dua puluh satu)

3@me ai penghasilan sendiri;
1 ak au belum pernah kawin.
(2) sia se ana dimaksud pada ayat (1) huruf b
a2 diperpanjang sampai dengan usia 25
ua ima) tahun apabila anak tersebut masih
bers¢kolafY yang dibuktikan dengan surat keterangan

§; dari ala Sekolah/Dekan/Ketua perguruan tinggi

% angkutan.

pagi Pegawai yang telah mendapat tunjangan keluarga
dari  istri/suami yang Dbekerja di instansi
pemerintah/BUMN/BUMD, maka Pegawai tidak
diberikan tunjangan keluarga

Pasal 14

(1) Selain tunjangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal
13, setiap bulan Pegawai mendapat tunjangan dari
PDAM Tirta Bumi Wibawa berupa :

a. tunjangan ......
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a. tunjangan PDAM Tirta Bumi Wibawa;

b. tunjangan pelaksana bagi Pegawai yang tidak
menduduki jabatan;

c. tunjangan jabatan bagi Pegawai yang menduduki
jabatan;

tunjangan kehadiran;

tunjangan perbaikan p lan. @
(2) Setiap tahun Pegaw@ n gaj%a belas.
erikar@.
Oy
Y

Pengatur rnya tuijangan sebagaimana dimaksud
% tekni @ ¥ksanaannya ditetapkan dengan

d. tunjangan perumahan/pengg&nti sewa rumah;
e. tunjangan transport;

f.

)

(3) Setiap tahun Pegawar

@ Pasal 16
%silan (PPh) untuk setiap penerimaan

G
bagaim dimaksud dalam Pasal 14 ditanggung oleh
PD@' irta Bumi Wibawa.

@ Bagian Ketiga

Uang Lembur
Pasal 17

(1) Setiap pegawai berhak menerima uang lembur untuk
mengerjakan suatu pekerjaan di luar jam kerja.

(2) Kegiatan ......
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(2) Kegiatan lembur sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut :

a.

b.

pada hari kerja, lembur dilaksanakan paling
banyak 5 (lima) jam;

pada hari libur, lembur ksanakan paling
banyak 6 (enam) jam;

uang lembur untuk pe ks3 Ya a hari libur
sebagaimana dimaksudN\pa . a dikalikan

200 (dua ratus perse @ b tlag amnya.
(3) Uang lembur seba@a dlmaksid pada ayat (1)

pasal ini, dibayark

epa ang bersangkutan

sehari setelah @aamnya
4) Besarnya bu almana dimaksud pada
apRka

ayat 3@1 n ditet

n kemudian oleh Direktur.

Q@an Keempat

@ asa Pengabdian

@,

Vg

a.

Pasal 18
@egaweu PDAM Tirta Bumi Wibawa yang

ia
%hentlkan atau berhenti dengan hormat atau yang

b

sebagai berikut :

nggal sebelum berhenti atau diberhentikan akan
erikan uang jasa pengabdian dengan ketentuan

bagi pegawai dengan masa kerja kurang dari 1
(satu) tahun mendapat uang jasa pengabdian
sebesar 1/2 (satu per dua) kali masa kerja kali Gaji
tanpa tunjangan kehadiran dan tunjangan
transport;
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b. bagi pegawai dengan masa kerja kurang dari 2
(dua) sampai dengan 3 (tiga) tahun mendapat
uang jasa pengabdian sebesar 1 (satu) kali masa
kerja kali Gaji tanpa tunjangan kehadiran dan
tunjangan transport;

c. bagi pegawai dengan masa kkrja 3 (tiga) tahun

i engabdian sebesar

a angan kehadiran
dan tunjangan transpoii.
(2) Uang pesangon seb. dima@@opada ayat (1),
&

«

ega %I éAM Tirta Bumi Wibawa diikutsertakan

R
% &

diberikan kepada@ bersangKutan atau ahli
warisnya pada saa eneri Surat Keputusan
Direktur tent pemberhéqtixh dengan hormat
pegawai peru@yam Persangkutan.
2O
@ Bq%n Kelima

@ Q@(@snransi
@ Pasal 19

dala ram asuransi, sebagai berikut :

asuransi jiwa;

aminan Sosial Tenaga Kerja (Jamsostek),
meliputi :

1) jaminan kecelakaan kerja;

2) jaminan hari tua;

3) jaminan kematian

4) jaminan pemeliharaan kesehatan.

(2) Teknis pelaksanaan program asuransi sebagaimana

dimaksud pada ayat (1), diatur lebih lanjut dengan
keputusan Direktur.
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Bagian Keenam
Dana Pensiun
Pasal 20

(1) Direktur dan Pegawai PDA Bumi Wibawa
diikutsertakan  pada  prggrah pensiun  yang
diselenggarakan oleh Da Pen Bersama
Persatuan Perusahaan A@n el% Indonesia
(Dapenma Perpa penggara dana
pensiun lainnya.

(2) Pembayaran pre pensi@ agaimana dimaksud
pada ayat (1 3 mb% PDAM Tirta Bumi
Wibawa, D serta ai.

0%
3 SB y
@ A PRODUKSI

@ Pasal 21

@ h AM Tirta Bumi Wibawa memperoleh
euntungan,—Direktur, Dewan Pengawas, dan Pegawai

% &em@eh bagian dari jasa produksi secara proporsional.

BAB VI
KENDARAAN DINAS
Pasal 22
Kepada Pegawai dapat diberikan fasilitas kendaraan dinas
dengan dasar pertimbangan jabatan operasional PDAM Tirta

Bumi Wibawa.
BAB VII ......
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BAB VII
KETENTUAN LAIN
Pasal 23
Bagi Direktur yang diangkat dari pe egeri sipil, maka
Gaji beserta tunjangan pegawai 1 i siptlnya dihentikan
sementara dan mendapat pengh seba@ana diatur

dalam Peraturan Walikota ini. @ S

ini mulai berlaku, Keputusan
or 90 Tahun 2001 tentang

Q
Pada saat %\

Walikota

Dae r Mipmn/Kota Sukabumi sebagaimana telah
% enga aturan Walikota Sukabumi Nomor 19
200 ng Perubahan Atas Keputusan Walikota
Akgbumi or 90 Tahun 2001 tentang Ketentuan
ilan Direksi, Kepala Satuan Pengawas Intern, Dewan
% dan Pegawai pada Perusahaan Daerah Air
ota Sukabumi (Berita Daerah Kota Sukabumi
2006 Nomor 11) dicabut dan dinyatakan tidak

Pasal 25

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Keputusan ini
sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur dan
ditetapkan kemudian dengan Keputusan Direktur
berdasarkan saran dan pertimbangan dari Dewan Pengawas.

Pasal 26 .....
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Pasal 26

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuin memerintahkan
pengundangan  Peraturan =~ Wal ini  dengan

penempatannya dalam Berita Daer @

ian dgbumi
add tanggal 2 September 2010

@ WALI SUKABUMI,
@ @ cap. ttd.

OQ %

@3 H. MUSLIKH ABDUSSYUKUR

Diundangkan di Sukab @
Pada tanggal 2 Sep 10 @
SEKRETARIS DA@! @
KOTA SUKAX ,

G

MOHAMAD MURAZ

BERITA DAERAH KOTA SUKABUMI TAHUN 2010 NOMOR 14



